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LAPORAN KINERJA 

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 

 TAHUN ANGGARAN 2021  
(bersumber dana dekon APBN)  

 
 

1. Uraian Tugas Pokok 

Bidang Kesehatan Masyarakat  mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat,  promosi kesehatan,  pemberdayaan 

masyarakat,  kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. 

              Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, 

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 

e. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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2. Perencanaan/ Perjanjian Kinerja 

2.1 Indikator Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ; 

No Sasaran Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Provinsi 

(1) (2) (3) (4) 

1. Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

1 Persentase  Kabupaten/ kota  yang  
melaksanakan  Surveilans gizi 

70 

  2 Persentase Puskesmas mampu Tata 
laksana gizi buruk  pada balita 

20 

  3 Persentase bayi usia  kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI Eksklusif 

55 

     

2. Pembinaan Kesehatan 
Keluarga 

1 Jumlah kabupaten/ kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

20 kab./ 
kota 

  2 Jumlah kabupaten/ kota yang 
menyelenggarakan  pelayanan kesehatan 
balita 

20 kab/ 
kota 

  3 Jumlah kabupaten/ kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan anak usia sekolah dan 
remaja 

1     14 kab/ 
kota  

  4 Jumlah kabupaten/ kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
usia reproduksi 

15 kab/ 
kota 

  5 Persentase kabupaten/ kota yang 
menyelenggarakan  pelayanan kesehatan 
lanjut usia 

50 % 

     

3. Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olah Raga 

1 Jumlah  Kab/Kota yang melaksanakan 
kesehatan kerja 

19 kab/ 
kota 

  2 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 
kesehatan olahraga 

20 kab/ 
kota 

     

4. Penyehatan 
Lingkungan 

1 Persentase desa/ kelurahan dengan 
Stop Buang air besar Sembarangan 
(SBS) 

60 % 

  2 Jumlah kabupaten/ kota sehat 36 

  3 Persentase sarana air minum yang 
diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya 
sesuai standar 

64 % 

  4 Jumlah fasyankes yang memiliki 
pengelolaan limbah medis  sesuai 
standar 

890 

  5 Persentase tempat pengelolaan pangan 
(TPP) yang memenuhi syarat sesuai 
standar 

50 % 

  6 Persentase tempat dan fasilitas  umum 
(TFU) yang dilakukan pengawasan 
sesuai standar 

65 % 
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5. Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

 1. Persentase  Kabupaten/ kota yang  
menerapkan  kebijakan gerakan  
masyarakat hidup  sehat 

 

35 % 

   2. Persentase Kab/kota  melaksanakan   
pembinaan posyandu  aktif 

 

70 % 

     

6. Dukungan Manajemen 
Pelaksanaan Program  
Kesmas 

 1. Persentase Kinerja RKAKL lingkup 
Kesehatan Masyarakat 

85 % 

     

 

 

 2.2  Anggaran Refocusing Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
(RP) 

1 Pembinaan Kesehatan Keluarga 633.507.000 

2 Penyehatan Lingkungan 154.377.000 

3 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga 196.358.000 

4 Pembinaan Gizi Masyarakat 186.300.000 

5 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  685.062.000 

6 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen 

Kesehatan Masyarakat 

236.952.000 

TOTAL 2.092.556.000 
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3. Evaluasi dan analisis kinerja dari indikator kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat 

 Berikut evaluasi dan analisis kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 bersumber dana dekonsentrasi 

APBN ditampilkan sebagai berikut : 

Tabel  
Pencapaian Kinerja Sasaran 

 

        No 

Sasaran Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja        Target        Realisasi Capaian  

       (%) 

         Kategori 
Capaian 

     1 2 3 4 5 6 7 

1. Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

Persentase  Kabupaten/ 
kota  yang  melaksanakan  
Surveilans gizi 

70 %      18,4 % 26,2   Kurang 

  Persentase Puskesmas 
mampu Tata laksana gizi 
buruk  pada balita 

20 %      19,4 % 97 Baik 

  Persentase bayi usia  
kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI Eksklusif 

55 %      66,4 % 120,7     Sangat 
Baik 

       

2. Pembinaan 
Kesehatan 
Keluarga 

Jumlah kabupaten/ kota 
yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan ibu 
dan bayi baru lahir 

20 kab./ 
kota 

7 kab./ 
kota 

35    Kurang 

  Jumlah kabupaten/ kota 
yang menyelenggarakan  
pelayanan kesehatan 
balita 

20 kab/ 
kota 

20 kab/ 
kota 

100 Baik 

  Jumlah kabupaten/ kota 
yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan 
anak usia sekolah dan 
remaja 

1     14 kab/ 
kota  

1     14 kab/ 
kota  

100 Baik 

  Jumlah kabupaten/ kota 
yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan usia 
reproduksi 

15 kab/ 
kota 

20 kab/ 
kota 

133,3    Sangat 
Baik 

  Persentase kabupaten/ 
kota yang 
menyelenggarakan  
pelayanan kesehatan 
lanjut usia 

50 % 50 % 100 Baik 

       

3. Pembinaan 
Upaya 
Kesehatan Kerja 
dan Olah Raga 

Jumlah  Kab/Kota yang 
melaksanakan kesehatan 
kerja 

19 kab/ 
kota 

      21           
kab/ kota 

110,5     Sangat  
Baik 

  Jumlah Kab/Kota yang 
melaksanakan kesehatan 
olahraga 

20 kab/ 
kota 

21 
 kab/kota 

105    Sangat  
Baik 
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        No 

Sasaran Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja        Target        Realisasi Capaian  

       (%) 

         Kategori 
Capaian 

     1 2 3 4 5 6 7 

4. Penyehatan 
Lingkungan 

Persentase desa/ 
kelurahan dengan Stop 
Buang air besar 
Sembarangan (SBS) 

60 %        71,57 % 119,2    Sangat  
Baik 

  Jumlah kabupaten/ kota 
sehat 

36 kab/ 
kota 

36  
kab/ kota 

100 Baik 

  Persentase sarana air 
minum yang diawasi/ 
diperiksa kualitas air 
minumnya sesuai standar 

64 %      72,11 % 112,6    Sangat  
Baik 

  Jumlah fasyankes yang 
memiliki pengelolaan 
limbah medis  sesuai 
standar 

890 794 89,2 Baik 

  Persentase tempat 
pengelolaan pangan 
(TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar 

50 % 63,61 % 127,2     Sangat  
Baik 

  Persentase tempat dan 
fasilitas  umum (TFU) 
yang dilakukan 
pengawasan sesuai 
standar 

65 %       72,28 % 111    Sangat  
Baik 

       

5. Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase  Kabupaten/ 
kota yang  menerapkan  
kebijakan gerakan  
masyarakat hidup  sehat 
 

35 % 44,74 % 127,7     Sangat  
baik 

  Persentase Kab/kota  
melaksanakan   pembinaan 
posyandu  aktif 

70 % 78,95 % 112,7    Sangat  
baik 

       

6. Dukungan 
Manajemen 
Pelaksanaan 
Program  
Kesmas 

Persentase Kinerja RKAKL 
lingkup Kesehatan 
Masyarakat 

85 % 81 % 95,2 Baik 

 Rata – rata capaian indikator 
 

101,1     Sangat  
Baik 

 

             Dari tabel  di atas terlihat bahwa rata -rata capaian Indikator Kinerja  termasuk 

dalam kategori sangat baik  yaitu 101,1 %.  
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 Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, perlu dukungan anggaran 

yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.  Berikut 

disampaikan realisasi penyerapan anggaran dana dekonsentrasi APBN di Bidang 

Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 : 

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
(RP) 

REALISASI 
KEUANGAN 
(RP) 

PERSENTASE 
REALISASI (%) 

1. Pembinaan Kesehatan Keluarga   633.507.000 464.848.161 73,38 

2. Penyehatan Lingkungan  154.377.000 153.850.750 99,66 

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja 
dan Olah Raga 

 196.358.000 195.221.000 99,42 

4. Pembinaan Gizi Masyarakat  186.300.000 121.766.850 65.36 

5. Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat  

 685.062.000 660.857.970 96,47 

6. Dukungan Manajemen 
Pelaksanaan Program di Ditjen 
Kesehatan Masyarakat 

 236.952.000 190.080.000 80.22 

TOTAL 2.092.556.000 1.786.385.731 85,37 

 

 Alokasi anggaran untuk tahun 2021 setelah recofusing adalah sebesar      

Rp. 2.092.556.000,-. Dari tabel di atas terlihat alokasi yang terbesar adalah untuk 

sasaran kinerja nomor 5  yaitu Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

dalam bentuk alokasi dalam pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)  

dalam rangka Promotif dan Preventif. 
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4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

N
o 

 
Sasaran Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kinerja 2021 Anggaran 2021 

Target 
Reali 
Sasi 

Capaian  
(%) 

Target 
Reali  
sasi 

Capaian 
(%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

Persentase  
Kabupaten/ kota  
yang  melaksanakan  
Surveilans gizi 

70 %      18,4 % 26,2 186.300  
.000 

121.766 
.850 

65,36 

  Persentase 
Puskesmas mampu 
Tata laksana gizi 
buruk  pada balita 

20 %      19,4 % 97    

  Persentase bayi usia  
kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI 
Eksklusif 

55 %      66,4 % 120,7    

  Rata - Rata Capaian Kinerja 81,3    

         

2 Pembinaan 
Kesehatan 
Keluarga 

Jumlah kabupaten/ 
kota yang 
menyelenggarakan 
pelayanan 
kesehatan ibu dan 
bayi baru lahir 

20 
kab./ 
kota 

7 kab./ 
kota 

35 636.507.
000 

464.848.
161 

73,38 

  Jumlah kabupaten/ 
kota yang 
menyelenggarakan  
pelayanan 
kesehatan balita 

20 
kab/ 
kota 

20 kab/ 
kota 

100    

  Jumlah kabupaten/ 
kota yang 
menyelenggarakan 
pelayanan 
kesehatan anak 
usia sekolah dan 
remaja 

1     14 
kab/ 
kota  

1     14 kab/ 
kota  

100    

  Jumlah kabupaten/ 
kota yang 
menyelenggarakan 
pelayanan 
kesehatan usia 
reproduksi 

15 
kab/ 
kota 

20 kab/ 
kota 

133,3    

  Persentase 
kabupaten/ kota 
yang 
menyelenggarakan  
pelayanan 
kesehatan lanjut 
usia 

50 % 50 % 100    

  Rata - Rata Capaian Kinerja 93,66    

         

3 Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja 
dan Olah Raga 

Jumlah  Kab/Kota 
yang melaksanakan 
kesehatan kerja 

19 
kab/ 
kota 

      21           
kab/ 
kota 

110,5 196.358.
000 

194.982.
000 

99.30 

  Jumlah Kab/Kota 
yang melaksanakan 
kesehatan olahraga 

20 
kab/ 
kota 

21 
 kab/kota 

105    

  Rata - Rata Capaian Kinerja 107,75    
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4 Penyehatan 
Lingkungan 

Persentase desa/ 
kelurahan dengan 
Stop Buang air 
besar 
Sembarangan 
(SBS) 

60 %        71,57 % 119,2 154.377.
000 

153.850.
750 

99,66 

  Jumlah kabupaten/ 
kota sehat 

36 
kab/ 
kota 

36  
kab/ kota 

100    

 

 Persentase sarana 
air minum yang 
diawasi/ diperiksa 
kualitas air 
minumnya sesuai 
standar 

64 %      72,11 % 112,6    

 

 Jumlah fasyankes 
yang memiliki 
pengelolaan limbah 
medis  sesuai 
standar 

890 794 89,2    

 

 Persentase tempat 
pengelolaan 
pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat 
sesuai standar 

50 % 63,61 % 127,2    

 

 Persentase tempat 
dan fasilitas  umum 
(TFU) yang 
dilakukan 
pengawasan 
sesuai standar 

65 %       72,28 % 111    

  Rata - Rata Capaian Kinerja 109,8    

         

5 Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase  
Kabupaten/ kota 
yang  menerapkan  
kebijakan gerakan  
masyarakat hidup  
sehat 

35 % 44,74 % 127,7 685.062.
000 

660.857.
970 

96,47 

  Persentase Kab/kota  
melaksanakan   
pembinaan 
posyandu  aktif 

70 % 78,95 % 112,7    

  Rata - Rata Capaian Kinerja 120,2    

         

6 Dukungan 
Manajemen 
Pelaksanaan 
Program  Kesmas 

Persentase Kinerja 
RKAKL lingkup 
Kesehatan 
Masyarakat 

85 % 81 % 95,2 236.952.
000 

190.080.
000 

80,22 

         

 

            Dari tabel di atas terlihat secara garis besar (karena pada DIPA TA.2021 tidak 

secara rinci menyebutkan alokasi anggaran tiap indikator kinerja tersebut) 

pencapaian realisasi kinerja hampir semuanya lebih besar dibandingkan dengan 

realisasi anggaran. Akumulasi pencapaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan 



10 
 

dengan realisasi anggaran, artinya dengan lebih besar realisasi kinerja dengan 

anggaran terjadi efisiensi penggunaan anggaran. 

Tabel  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 
No Sasaran Kinerja         Rata - Rata 

Capaian 
Kinerja 

      %    
Penyerapan 

Anggaran 

    Tingkat 
Efisiensi 

  Angka 
Efisiensi 

1. Pembinaan Gizi Masyarakat 81,3 65,36 Efisien 15,94 

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga 93,66 73,38 Efisien 20,28 

3. Pembinaan Upaya Kesehatan 
Kerja dan Olah Raga 

107,75 99,3 Efisien 8,4 

4. Penyehatan Lingkungan 109,8 99,66 Efisien 10,14 

5. Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 
120,2 96,47 Efisien 23,73 

6. Dukungan Manajemen 
Pelaksanaan Program  Kesmas 

       95,2 80,22 Efisien 14,98 

 

Dari tabel  diatas terlihat dari 6 sasaran kinerja, efisien penggunaan sumber dayanya 

berbeda, sasaran kinerja yang paling tinggi tingkat efisiensi penggunaan sumber 

dayanya adalah nomor 5 (lima) yaitu Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat sebesar  23,73. 
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5. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian  Dalam Pelaksanaan Program 

Kesehatan Masyarakat Tahun 2021  

NO KEGIATAN HAMBATAN UPAYA PENYELESAIAN 

1 GIZI 
MASYARAKAT 

1. Kab/Kota sudah mengisi data di e-
ppgbm,tetapi belum semua kab/kota 
mencapai minimal 70% keterisian 
datanya. 

1. Memberi umpan balik 
keterisian e-ppgbm pada 
kab/kota setiap bulan agar 
ditindaklanjuti sampai tingkat 
puskesmas 

  2. Audit masalah gizi sebagai 
kegiatan intervensi masalah gizi 
masih belum bisa dilaksanakan 
karena adanya pandemic covid-19 

2. Mendorong kab/kota untuk 
melakukan intervensi masalah 
gizi sesuai data by name dan 
by address di e-ppgbm 
kemudian melakukan audit 
masalah gizi secara virtual 

  3. Beberapa puskesmas sudah 
melakukan pemantauan 
pertumbuhan dan surveilans gizi 
tetapi belum mengupload 
persyaratan puskesmas mampu 
TLGB dan pemantauan 
pertumbuhan di SIGIZI 

3. Mendorong kab/kota untuk 
memenuhi persyaratan agar 
bisa disebut puskesmas 
mampu TLGB dan sudah 
dianggap melakukan 
pemantauan pertumbuhan 

2 KESEHATAN 
KELUARGA 

1. Beberapa Kab/Kota sudah 

mengisi data komdat kesmas, tapi 

untuk di level provinsi data tidak bisa 

ditampilkan, sehingga sumber data 

diperoleh dari laporan rutin. 

1.Menyampaikan informasi 
kepada PJ Komdat di 
Kementrian Kesehatan 

  2. Banyaknya aplikasi yang harus 
dilakukan pengentryan (MPDN, 
ekohort, komdat kesmas). 

2. Pusat akan melakukan 
bridging data 

  3. AMP sebagai pendukung dari 
indikator pelayanan kesehatan ibu 
dan bayi baru lahir belum bisa 
berjalan karena adanya pandemi 
covid-19 

3. Mendorong kab/kota untuk 
melakukan kajian AMP secara 
daring/virtual. Sudah dilakukan 
sosialisasi pengisian kajian 
kasus kematian di MPDN 
(AMPSR) 

  4. Pelayanan SDIDTK sebagai 
pendukung dari indikator pelayanan 
kesehatan balita capaiannya rendah 

4. Menyampaikan ke kab/kota 
untuk mengoptimalkan 
layanan SDIDTK di wilayah 
dengan zona hijau dan kuning. 

3. KESLING 
KESJAOR 

1. Petugas puskesmas dibebani oleh 

target vaksin sehingga tidak sempat 

memasukkan pelaporan capaian ke 

dalam aplikasi SITKO 

2. Tidak semua puskesmas memiliki 
jaringan internet yang bagus 

1. Pelaporan dengan 
menggunakan format 
manual 
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  3. Prioritas kegiatan yang ada di 
kabupaten/ kota dan puskesmas 
masih pada penanganan Covid-19 
 

3. Meningkatkan pemahaman 
petugas terhadap hubungan 
yang erat antara program 
kesjaor dengan 
penanggulangan Covid-19 
-  Kegiatan dilaksanakan 
melalui daring, walaupun tidak 
banyak menyerap anggaran 
tapi indikator bisa tercapai 

4. PROMOSI  
KESEHATAN 

1. Kab/Kota kesulitan menginput 
data Posyandu di Komdat karena 
Jumlah Posyandu  yang banyak 
tidak sebanding dengan jumlah 
tenaga SDM di kab/Kota (data 
harus dinput tiap bulan) 

1. Menyampaikan ke Pusat 
agar username dan Password 
dapat diberikan sampai ke 
Tingkat Puskesmas 

  2. Di aplikasi  Komdat masih banyak 
Posyandu yang tidak masuk dan 
wilayah posyandu terbalik – balik 
dengan Posyandu yang lain 

2. Menyampaikan ke IT PJ 
Komdat keluhan – keluhan dari 
Kab/Kota 

  3. Kab/Kota belum melakukan 
pelaporan input data  ke Aplikasi 
Komdat secara menyeluruh 
 

3.  Melakukan koordinasi 
dengan Kab/Kota untuk 
membahas teknis pelaporan 
Komdat agar Kab/Kota bisa 
melakukan pelaporan secara 
rutin 
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6. Rencana Tindak Lanjut 

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2021  seperti tersebut 

diatas, maka Rencana Tindak Lanjutnya  adalah : 

1. Mempertahankan dan meningkatkan cakupan indikator kinerja, minimal 

kategori capaian baik (rentang capaian 75 % sampai dengan 100 %). 

2. Mempertahankan dan meningkatkan cakupan indikator kinerja  dengan target 

Renstra . 

3. Mempertahankan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dimana 

capaian kinerja di atas capaian/ penyerapan anggaran.  

Surabaya, 3 Januari 2022 

 
 
 


